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PERATURAN GUBERNUR JAMBI 
NOMOR  3  TAHUN 2021 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 53 
TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN 

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR JAMBI, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dalam 
penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi perlu merubah 
jenis belanja; 

 

  b. bahwa sehubungan dengan berubahnya Sistem Informasi  
Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, berimplikasi pada 
pembaharuan Sistem Aplikasi Perencanaan Anggaran 
Daerah; 

 

  c. bahwa penganggaran alokasi tambahan penghasilan 
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya serta 
penganggaran alokasi insentif untuk tiap jenis Pajak 
Daerah dan tiap Retribusi Daerah yang sebelumnya 
masuk dalam kelompok belanja tidak langsung pada 
tahun anggaran 2020, mempedomani Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 
Informasi Pemerintahan Daerah masuk ke dalam 
kelompok belanja operasional; 

 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I 
Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 
1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat    Nomor 
19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 

 

 

 



  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3987); 

  4.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang     
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang     
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 153); 

 
   
 



  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5950); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Tarif Pajak Bahan Kendaraan Bermotor; 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42) 
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019); 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

  18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 
15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi 
Tahun 2013 Nomor 15); 

  19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi 
Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi 
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6); 

  20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi 
Jambi Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 5);    

  21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 3) sebagaiamana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Jambi 
Tahun 2019 Nomor 9); 

 



  22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi 
Jambi Tahun 2015 Nomor 6); 

  23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 
2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 
tentang  Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah 
Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6); 

  24. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang  
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 
Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem 
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi 
Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 
34); 

  25. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 
Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita 
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 61); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 

ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 53 TAHUN 
2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN 
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

 
 

Pasal I 
     

1. Ketentuan Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 
 

 
Pasal 9 

 
(2) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan 
kedalam belanja operasi, pada objek belanja gaji dan 
tunjangan Aparatur Sipil Negara sub rekening 
tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan 
objektif lainnya Aparatur Sipil Negara. 
 

(3) Penganggaran insentif pemungutan retribusi daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan 
kedalam belanja operasi, pada objek belanja gaji dan 
tunjangan Aparatur Sipil Negara sub rekening belanja 
bagi Aparatur Sipil Negara atas insentif pemungutan 
retribusi daerah. 

 
 
 
 
 



Pasal II 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. 

 
 

Ditetapkan di Jambi 
Pada tanggal  12 April  2021 
 
GUBERNUR JAMBI 
 
 
 ttd 
 
H. FACHRORI UMAR 

 
 
Diundangkan di Jambi 
Pada tanggal   12 April  2021 
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI 
 
 

ttd 
 
H.SUDIRMAN 
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 3 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
   
 

M. ALI ZAINI, SH, MH 
Pembina Tk. I 
Nip. 19730729 200012 1 002 
 


